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Abstrak

Gempa bumi memiliki spektrum luas terhadap terjadinya penurunan ekonomi dari sektor
pariwisata, berupa jumlah kunjungan wisatawan demikian pula dengan gempa Lombok lebih
khususlagi di Kabupaten Lomtara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai leader berperan
penting dalam menyusun formulasi kebijakan hukum, dalam menangani bencana dan krisis
kepariwisataan agar pariwisata dapat berkelanjutan. Penelitian ini untuk merekonstruksi formulasi
kebijakan hukum pariwisata dalam penanggulangan bencana (PB) sektor pariwisata pasca gempa
di Kabupaten Lomtara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, paradigma
fenomenologis, metode studi kasus dan normatif dengan fokus penelitian pada Kkrisis
kepariwisataan akibat gempa Lombok tahun 2018. Konsep yang digunakan dalam penelitian
menggunakan konsep formulasi kebijakan, hukum pariwisata, PB gempa, Lombok. Analisis
terhadap fomulasi PB menggunakan Theory of decision Making dan teori Manajemen Kirisis
Kepariwisataan (MKK). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
mendalam dan studi dokumen. Teknik analisa data dengan deskriptif kualitatif model Creswell.
Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penanggulangan gempa formulasinya mengikuti hirarki
regulasi, kebijakan hukum meso lebih dominan. Kebaruan penelitian, ditemukannya vacum of
norm makro, meso dan mikro (3M) dengan penerapan kebijakan hukum (3M) melalui semangat
filosofis Tiog, Tata, Tunagq. Temuan empirik, saat tanggap darurat spirit peasant community
memperkuat kolaborasi stakeholder. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, formulasi kebijakan PB
pasca gempa di sektor pariwisata merupakan regulasi berlaku secara hirarki dan diikuti oleh
Pemda. Formulasi kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa terhadap empat pilar
kebijakan pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan
pariwisata

Kata Kunci: Formulasi kebijakan, Hukum pariwisata, PB Gempa. Lombok

PENDAHULUAN

Perekonomian  masyarakat Propinsi
NTB khususnya di Pulau Lombok sangat besar
dipengaruhi oleh sektor pariwisata; kunjungan
wisatawan tahun 2017 sampai dengan triwulan
ke 2 tahun 2018 sebasar 5.978.141 orang,
dengan penerimaan devisa tahun 2017 sebesar
US$ 423.235.284 dan tahun 2018 sebesar
338.299.553 (Dispar NTB, 2018).

Gempa bumi yang yang terjadi di
Kabupaten Lomtara 2018 berpengaruh
terhadap sektor pariwisata; tercatat kunjungan
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Wisman tahun 2012 sebesar 426.969 orang ,
sedangkan tahun 2017 sebesar 1.003.821.
Penanggulangan bencana (PB) gempa
memiliki arti penting dalam menjaga
keberlanjutan kehidupan pariwisata untuk
kesejahteraan masyarakat kawasan bencana
dan sekitarnya. Penanganan PB pasca gempa
sektor pariwisata harus cepat dan terencana,
dengan menggunakan formulasi kebijakan
hukum pariwisata yang benar dan strategis.
Oleh karena itu kebijakan hukum pariwisata
(Tourism Policy) yang berkelanjutan menjadi
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penting dalam penanganan PB gempa di
Kabupaten Lomtara.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa
penetapan kebijakan, deklarasi non bencana
nasional (Lassa dan Thontowi, 2018),
kolaborasi dan partisipasi (Asgary, 2006),
spirit  bersama  (Peasant = Community)
(Heyman, 2012), eksposur dapat memulihkan
sektor pariwisata di Kabupaten Lomtara
(Agestu, 2014).

Kebijakan pemulihan sektor pariwisata
berkaitan dengan kebijakan penanggulangan
bencana di kawasan pariwisata, mengenai
formulasi  kebijakan  hukum  terhadap
pelaksanaannya serta bagaimana pranserta
pelaku pariwisata dalam menghadapi sampai
pemulihan pasca bencana alam gempa bumi di
kawasan pariwisata di Kabupaten Lomtara.

Kondisi yang  fenomenal  serta
kompleksitas kondisi, proses pemulihan
(recovery) pasca gempa bumi di Kabupaten
Lomtara menjadi hal yang penting untuk digali
dan dikaji secara komprehensif. Kompleksitas
pemulihan pasca gempa bumi memunculkan
permasalahan yaitu mengapa formulasi
kebijakan penanggulangan bencana sektor
pariwisata masih generik pasca bencana alam
gempa bumi di Kabupaten Lomtara?;

Tujuan penelitian ini secara umum untuk
menganalisis dan pengembangan penyelarasan
formulasi kebijakan hukum penanggulangan
bencana sektor pariwisata pasca gempa.
Kemudian tujuan Khusus untuk
mengidentifikasi formulasi terhadap kebijakan
PB sektor pariwisata pasca gempa bumi di
Kabupaten Lomtara. Penelitian ini memiliki
manfaat secara akademis dan praktis.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan
Pemenang (tiga gili) dan Bayan (kawasan
Gunung Rinjani dan sekitarnya), Kabupaten
Lomtara, Provinsi NTB. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kwalitatif dengan metode analisis
data deskritif kwalitatif. Jenis data terdiri dari
data kualitatif dan data kwantitatif. Data
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kwalitatif yang bersifat verbal, berupa opini,
teks wacana, gambar dan lain-lain, yang
diperolen dari observasi, wawancara dan
analisa dokumen. Sedangkan data kuantitatif
adalah data-data yang berupa angka-angka,
yang diukur berdasarkan jumlah angka-angka
dan dihitung menggunakan statistik deskriptif
sederhana, dalam bentuk persentase dan
penentuan jawaban tertinggi. Dalam penentuan
informan dilakukan secara purposive, Yyaitu
penentuan informan berdasarkan ciri-ciri dan
sifat tertentu yang dipandang mempunyai
Kaitan dan disesuaikan dengan tujuan dalam
penelitian. Informan yang sudah ditentukan
secara purposive tersebut terdiri dari Pemda,
TNI, Polri, pengusaha, wisatawan, pekerja
wisata, masyarakat, Toma, Toga, LSM dan
NGO. Sedang analisis yang digunakan,
mengikuti konsep dari Creswell.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Situasional pariwisata sebelum dan
setelah gempa Lomtara

Kabupaten Lomtara memiliki dua obyek
wisata yaitu wisata alam dan budaya. Sebaran
objek wisata pada DTW di lima Kecamatan
sudah merata, namun sebaran tingkat desa dan
dusun belum merata. Sektor pariwisata menjadi
daya ungkit potensi pertumbuhan ekonomi
masyarakat dan pertumbuhan berbagai sektor
lainnya. Perkembangan sektor pariwisata saat
ini masih didominasi oleh kunjungan ke Tiga
Gili, namun potensi DTW lain terus
berkembang. Akomodasi berupa jumlah hotel
(bintang non bintang) dan jumlah kamar yang
menunjang  usaha  parawisata  sampai
pertengahan 2018 trenya meningkat.

Dampak gempa Lombok khususnya
episentrum Kabupaten Lomtara bulan Agustus
2018, menyebabkan usaha parawisata hingga
2019 menurun, awal tahun 2020 menunjukkan
peningkatan usaha yang menggembirakan,
namun pandemi Covid-19 menyebabkan usaha
pariwisata kembali mengalami kemunduran
bahkan sampai tahun 2021 tidak memiliki
kepastian.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

https://binapatria.id/index.php/MBI
Open Journal Systems



https://binapatria.id/index.php/MBI

ISSN No. 1978-3787
Open Journal Systems

berlaku di industri pariwisata yang diusulkan
oleh World Tourism Organization (WTQO) dan
hukum pariwisata secara nasional.

Pengkajian  risiko  Kegempaan di
Kabupaten Lomtara, dengan menghitung
potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan
kerusakan lingkungan. Kepadatan penduduk
(lokal) menjadi salah satu ukuran tingkat risiko,
kontra produktif bagi destinasi wisata
Kabupaten Lomtara dimana geografi dan
demografi wisatanya berada pada daerah yang
jauh dari pemukiman akan menjadi kategori
risiko rendah bahkan tidak ada risiko. Namun
sebagai kawasan wisata cukup dikenal yang
terbanyak akan mengunjungi destinasi wisata
adalah wisatawan (wisnu/wisman) disisi lain
sifat bencana tidak bisa diprediksi kapan
terjadinya, maka tingkat kerentanan kawasan
wisata akan menjadi tinggi apalagi ada wisman,
oleh karena itu ukuran ini perlu ditinjau.

Sebagian besar kawasan wisata alam
seperti gunung, air terjun dan lain-lain di
Kabupaten Lomtara tidak memiliki petunjuk
arah/sign, penyelamatan dan keselamatan bagi
wisatawan, demikian pula para pemandu tidak
dibekali pelatihan penyelamatan. Oleh karena
itu walaupun unsur pemerintah dan operator
memiliki keterbatasan sumberdaya maka, perlu
diadakan guiden bagi tamu tentang kesiapan
peralatan dan kelengkapan keselamata yang
dibawa berwisata kekawasan wisata alam
tersebut.

3.2. Perkembangan formulasi kebijakan PB
sektor pariwisata pasca gempa di
Kabupaten Lomtara.

Formulasi PB merupakan langkah awal
dalam pelaksanaan segala ketentuan yang telah
tersedia untuk mencapai tujuan bersama secara
efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber
daya. Sebagai negara hukum termasuk
Kabupaten Lomtara, maka segala sesuatu yang
tekait dengan tata kelola bencana didasarkan
pada ketentuan yang telah ada. Ketentuan tata
kelola penangan bencana di kawasan pariwisata
Kabupaten Lomtara tidak terlepas dari
pengaruh hirarki ketentuan, secara nasional
maupun internasional. Formulasi PB di
kawasan pariwisata Kabupaten Lomtara tidak
mengadobsi  prisnsip ketentuan PB yang

Perkembangan kebijakan ketentuan
penanggulangan bencana di  Kabupaten
Lomtara
JENIS TENTANG
KETENTUAN

Undang Undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang

Nomor  23/Prp | Keadaan Bahaya

Tahun 1959

Nomor 34 | Tentara Nasional

Tahun 2004 Indonesia

Nomor 24 | Penanggulangan

Tahun 2007 Bencana

Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 21 | Keadaan Bahaya

Tahun 2008 Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana

Nomor 22 | Pendanaan dan

Tahun 2008 Pengelolaan Bantuan

Bencana
Nomor 23 | Peran Serta Lembaga
Tahun 2008 Internasional dan

Lembaga Asing Non

Pemerintah Dalam
Penanggulangan
Bencana

Peraturan Presiden

Nomor 8 | Badan Nasional

Tahun 2008 Penanggulangan
Bencana

Nomor 17 | Penyelenggaraan

Tahun 2018 Penanggulangan
Bencana dalam Keadaan
Tertentu.

Keputusan

Presiden

Nomor 29/M | Pengangkatan  Kepala

Tahun 2008 Badan Nasional
Penanggulang-an
Bencana.

Peraturan Kepala (Perka) BNPB
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Nomor 1| Organisasi dan Tata Nomor 4 | Pedoman penerapan
Tahun 2008 Kerja BNPB Tahun 2012 sekolah/madrasah aman
Nomor 3 | Pedoman pembentukan dari bencana
Tahun 2008 BPBD Nomor 7 | Pedoman  Pengelolaan
Nomor 4 | Tentang pedoman Tahun 2012 Data dan Informasi
Tahun 2008 penyusunan rencana Bencana Indonesia.
penanggu-langan Nomor 10 | Pengelolaan Bantuan
bencana Tahun 2012 Logistik pada Status
Nomor 10 | Komando Tanggap Keadaan Darurat
Tahun 2008 Darurat Bencana. Bencana
Nomor 7 | Pedoman Tata Cara Nomor 15 | Pedoman Pusat
Tahun 2008 Pemberian Bantuan Tahun 2012 Pengendalian  Operasi
Pemenu-han Kebutuhan Penanggulang-an
Dasar Bencana (Pusdalops
Nomor 9 | Prosedur Tetap Team PB).
Tahun 2008 Reaksi Cepat BNPB Nomor 6 | Pedoman radio
Nomor 22 | Peran serta lembaga Tahun 2013 komunikasi
Tahun 2010 internasional dan kebencanaan.
lembaga asing Nomor 8 | Pedoman Media Center
nonpemerintah pada saat Tahun 2013 Tanggap Darurat
tanggap darurat Bencana
Nomor 24 | Pedoman  Penyusunan Nomor 13 | Pengarusutamaan
Tahun 2010 Rencana Operasi Darurat Tahun 2014 Gender Di  Bidang
Bencana Penanggulangan
Nomor 8 | Standarisasi Data Bencana
Tahun 2011 Kebencanaan Nomor 14 | Penanganan,
Nomor 10 | Pedoman Inventarisasi Tahun 2014 Perlindungan dan
Tahun 2011 Logistik Partisipasi Penyan- dang
Nomor 20 | Pedoman  Monitoring Disabilitas dalam
Tahun 2011 Evaluasi Manajemen Penanggulangan
Logistik Bencana
Penanggulangan Nomor 3 | Sistem Komando
Bencana Tahun 2016 Penanganan Darurat
Nomor 21 | Pedoman  Monitoring Bencana.
Tahun 2011 Evaluasi Manajemen Nomor 5 | Penyusunan rencana
Peralatan Tahun 2017 rehabilitasi dan
Penaggulangan Bencana rekonstruksi
Nomor 1 | Pedoman umum pascabencana
Tahun 2012 desa/kelurahan tangguh Nomor 6 | Penyelenggaraan
bencana Tahun 2017 rehabilitasi dan
Nomor 2 | Pedoman umum rekonstruksi pasca-
Tahun 2012 pengkajian risiko bencana
bencana Nomor 3 | Penanganan pengungsi
Tahun 2018 pada keadaan darurat

bencana
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Nomor 4 | Sistem manajemen

tahun 2018 logistik dan peralatan

Keputusan

Kepala BNPB

Nomor 173 | Klaster Nasional

Tahun 2014 Penanggulangan
Bencana.

Nomor 452 | Pejabat pengelola

Tahun 2015 informasi dan

dokumentasi BNPB

Badan Standarisasi Nasional

Nomor 7937 | Layanan Kemanusiaan
Tahun 2013 dalam Bencana
Peraturan Daerah (Perda) NTB

Nomor 9 | Penaggulangan Bencana
Tahun 2014

Pergub NTB

Nomor 14 | Pembentukan BPBD
Tahun 2009 Provinsi NTB dan

rincian tu-gas, fungsi dan
tata kerja pelaksana
BPBD Provinsi NTB

Peraturan Daerahan(Perda) Kabupaten
Lomtara

Nomor 5 | Penyelenggaraan
Tahun 2013 Penanggulangan
Bencana.

Perbub Kabupaten Lomtara

Nomor 29.A | Tugas Dan Fungsi Serta

Tahun 2017 Tata  Kerja  Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Lombok
Utara

3.3. Formulasi kebijakan PB kawasan

pariwisata Kabupaten Lomtara.

Formulasi kebijakan PB kawasan
pariwisata Kabupaten Lomtara di lihat dari dua
formula yaitu sebelum gempa dan setelah
gempa.

a. Formulasi Kebijakan PB sebelum gempa.
Sebelum gempa berlaku kebijakan aturan
secara umum Yyaitu, aturan yang belum diatur
secara khusus (lex specialis) dalam ketentuan
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hukum pariwisata pada tata kelola PB atau
normanya kosong (Vacuum of norm).
Formulasi kebijakan PB di Kabupaten
Lomtara menganut prinsip hirarki ketentuan
perundangan, maka ketentuan yang diatas
akan menjadi pedoman untuk diterapkan
pada ketentuan dibawahnya.  Hirarki
ketentuan dimaksud adalah tata kelola
penanganan bencana nasional menurut UU
No 24 tahun 2007, akan menjadi pedoman
Perda Provinsi NTB, dan dipakai pedoman
dalam penyususnan Perda Kabupaten
Lomtara, serta pedoman ketentun teknis yang
ada dibawahnya pada tata kelola PB kawasan
pariwisata.

. Formulasi Kebijakan PB setelah gempa.

Setelah gempa tepatnya satu tahun yaitu
tahun 2019 kebijakan penanggulangan
bencana sektor pariwisata secara nasional
termasuk  Kabupaten Lomtara berlaku
ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri
Pariwisata Nomor 10 tahun 2019 tentang
Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK).
Formulasi kebijakan PB Kabupaten Lomtara
diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2013,
tentang penyelengaraan PB. Formulasi PB
pariwisata ini merupakan hirarki ketentuan
diatasnya, dan disiapkan sebelum gempa di
Pulau Lombok. Pengelolaan PB tahapan pra
bencana, saat tanggap darurat, dan pasca
bencana. Pelaksanaan PB  dilakukan
berjenjang dari Kabupaten sampai dengan
Desa. Kebijakan hukum PB 3M (makro,
meso, dan mikro) digunakan untuk mengukur
distribusi ketentuan PB. Dengan
mengelaborasi perkembangan ketentuan PB,
formula penanganan bencana dari mitigasi
sampai ke pemulihan dengan menggunakan
fomulasi 3M, kententuan Meso (penjelasan)
mendominasi, sedangkan Mikro (teknis)
kecil.

. Pengorganisasian PB pariwisata Kabupaten

Lomtara.
Pengorganisasian ~ PB  pariwisata

Kabupaten Lomtara sebagai leader adalah
Bupati. Bupati melaksanakan fungsinya dalam
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PB, ke disaster manajemen team (DMT) atau
BPBD Kabupaten Lomtara dan jajarannya.
Bupati membentuk forum pengurangan risiko
bencana daerah (FPRB) melibatkan masyarakat
(steakholder, pentahelix). Membentuk juga tim
siaga bencana desa (TSBD) melibatkan
pemerintah, tokoh dan masyarakat desa, untuk
membantu tugas Bupati. Bupati/Pemda dengan
kewenagannya mengeluarkan kebijakan positif
menyusun RPJMD dan RPJPD dan
mengalokasi dana PB dalam APBD dan dana
siap pakai untuk penangan tanggap darurat
bencana. Mekanisme PB oleh BPBD pada fase
pra bencana, fungsinya koordinasi dan
pelaksana; fase tanggap darurat, bersifat
koordinasi, komando, dan pelaksana; Sedang
pada fase pasca bencana (pemulihan),
fungsinya koordinasi dan pelaksana. Pemda
melalui ketentuan yang ada memberikan peran
lembaga nasional, internasional dan asing non
pemerintah dalam PB sesuai dengan potensi,
kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing
lembaga.
KESIMPULAN DAN SARAN
a. Simpulan

Pemulihan sektor pariwisata pasca
bencana alam gempa bumi baik secara ex-ante
maupun post-ante, tidak dapat tercapai jika
regulasi yang digunakan dalam PB seperti

MKK dan regulasi generik yang masih
disharmonis. Formulasi kebijakan hukum
pariwisata harus berkinerja baik dan

memperhatikan kolaborasi serta terukur secara
filosofis, sosiologis dan yuridis. Kebijakan
hukum 3M dapat dimanfaatkan untuk menilai
keberlakuan  hirarki  ketentuan, tujuan,
koordinasi. Kebijakan pemulihan  sektor
pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara
terhadap formulasi empat pilar kebijakan
pembangunan  pariwisata Lontara  yaitu
destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan

pariwisata tampak dalam kegiatan
pembangunan Destinasi Pariwisata
berkelanjutan.

b. Saran
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Pertama perlu dilakukan harmonisasi ketentuan
menyangkut PB terhadap ketentuan yang
Generik dengan MKK dan dituangkan dalam
program kerja pada tingkat sekurang-
kurangnya OPD di Kabupaten Lomtara. Kedua
perlu penguatan pelaksanaan program dan
pelatihan SDM PB khususnya bidang pra
bencana secara lebih konsisten, progresif dan
berkelanjutan agar keamanan, kenyamanan dan
keselamatan sektor pariwisata terjamin. Ketiga
Diperlukan adanya penguatan sinergitas dan
kolaborasi dalam pengembangan destinasi
pariwisata, pemasaran, industri, dan
kelembagaan untuk menopang ketercapaian
menjadi pariwisata kabupaten lomtara yang
berkelanjutan.
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